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ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATI HAN TYRHADAY
KETENTUANTIRATI RAN PERI NDANG I NDANG. AN

Rerdasarkan  Undang - 'ndang Nomww 18 falham 0 entang  Pemerihanan
pengelolaan dan Tanggung lawab Keusngan Negars don Undang - | 'ndang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Radan Pemerikan Keumsngan werta | mdang | wdang rerkmit lamnya,

Badan Pemertksn Keuangan (BPK) telah memerikea | aporan Keuangan Pemerintah Kote

Rontang Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam | aporan
Hasil Pemeriksaan Nomor 1 7.a/LHP/XIX SMIVS2021 angeal 04 Mei 20073

Untuh memperoleh keyvakinan yang memadai tentang apakah laporan weuangan
bebas dari salah sap material, BPK melakukan pengujian atas efektivites sistom

pcngcndalmn intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang andangan
vang berpengaruh langsung dan material terhadap ketentuan laporan keuangan. Namun,
pemeriksaan vang dilakukan BPK tudak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat stas
efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan persturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperts itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuban
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lam sebaga
berikut:
| kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal dan Belanja Pemelibaraan schingga

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp371.771.675,3%;
9 denda keterlambatan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mlmmmwmmwmw-ou_-—b
dacrah secara tepat waktu dan tertundanya penerimaan dacrah munimal >ebesar

AUJ per 31 Desember 2022 belum menggambarkan koadisi scbenarmys.
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c. Kepala Dinas PUPR memproses penyelesaian atas potensi kelebihan pembayaran

dengan memperhitungkan pada saat pembayaran termin selanjutnya sebesar
Rp84.250.003,00.
2.  Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:
a. memerintahkan PPTK dan Pengawas supaya lebih cermat dalam mengendalikan

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu kontrak; dan
b. memerintahkan PPK untuk mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia
barang dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp422.824.748,56.

3. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang untuk melakukan
proses pemutakhiran Data Himpunan Ketatapan Pajak (DHKP) sebagai dasar
penetapan PBB-P2 secara optimal, termasuk verifikasi kebenaran data subjek dan
objek pajak.

4. Memerintahkan Kepala Bagian Perckonomian dan SDA Sekretariat Daerah untuk:

a. melakukan pembinaan lebih optimal kepada Perumda AUJ; dan
b. memerintahkan Dewan Pengawas untuk lebih optimal menertibkan kewajiban
pelaporan keuangan pada Perumda AUJ beserta anak perusahaan dari Perumda

AUIJ.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 04 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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